 BAB I
 INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
9. [bookmark: _GoBack]Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/1817/14 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Tugas Inspektur Pembantu dan Tim Pemeriksa Program kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cilacap dapat diuraikan dan digambarkan sebagai berikut :
a. Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :
1). Inspektur
2). Sekretaris membawahkan :
·  Kepala Sub Bagian Perencanaan
·  Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
·  Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3). Inspektur Pembantu terdiri dari ;
· 	Inspektur Pembantu Wilayah I
· 	Inspektur Pembantu Wilayah II
· Inspektur Pembantu Wilayah III
· Inspektur Pembantu Wilayah IV
7). Kelompok jabatan Fungsional.
b. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cilacap
Inspektur Pembantu
Wilayah II

Inspektur Pembantu
Wilayah IV

Inspektur Pembantu
Wilayah III

Inspektur Pembantu
Wilayah I
Sekretaris
Kelompok Jabatan  Fungsional 
Subag. Perencanaan
Subag. Umum, Kepegawaian, Keu & Aset
Subag. Evalap
Inspektur
Kelompok Jabatan  Fungsional 

Kelompok Jabatan  Fungsional 

Kelompok Jabatan  Fungsional 













C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar laporan :

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP, sebagai berikut :
1) Mengetahui Jumlah hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Cilacap secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2) Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
3) Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
4) Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
5) Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelengaraan pengawasan Intern Pemerintah.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya.
Program Kerja Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Cilacap, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Adapun Program Kerja Pengawasan tersebut, antara lain meliputi :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pengawasan  sesuai PKPT);
b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
c. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
d. Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan SKPD Kabupaten Cilacap;
e. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
f. Penilaian Reformasi Birokrasi;
g. Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
h. Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
i. Fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap;
j. Sosialisasi / Fasilitasi TP4D Kabupaten Cilacap
k. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan;
l. Pengadaan Sistem Informasi Pengawasan Daerah;
m. Penangangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
n. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Kegiatan Pelatihan Di Kantor Sendiri (PKS) belum dilaksanakan pada Semester II Tahun 2019. 

Adapun Program Pengawasan dan realisasinya, sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester II Tahun 2019

	No
	Kegiatan Pengawasan
	PKPT
	Non PKPT

	
	
	Target Pengawasan 
	Realisasi Pengawasan
	Realisasi Pengawasan

	
	
	Jml OP
	Jml dana OP yg diawasi (Rp.)
	Jml OP
	Jml dana OP yg diawasi (Rp.)
	Jumlah OP
	Jml dana OP yg diawasi (Rp.)

	A 
	Audit / Pemeriksaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Kinerja
	0
	
	0
	
	0
	 

	 
	- Kasus
	4
	 
	4
	 
	0
	 

	
	· Tujuan Tertentu
	69
	
	69
	
	0
	

	 
	- Khusus
	10
	 
	10
	 
	0
	 

	B
	Reviu 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	· RKA
	1
	
	1
	
	0
	

	
	· RKPD
	1
	
	1
	
	0
	

	
	· DAK
	24
	
	24
	
	0
	

	
	· PABJ
	3
	
	3
	
	0
	

	C
	Evaluasi
	
	 
	
	
	
	 

	 
	- BUMDes
	4
	 
	4
	
	0
	 

	
	- Manajemen Risiko
	8
	 
	8
	
	0
	

	D
	Pemantauan
	
	 
	
	
	
	 

	 
	- TLHP APF
	100
	 
	100
	
	0
	 

	 
	Jumlah 
	224
	 
	224
	 
	0
	 

	E
	Kegiatan Pengawasan Lainnya
	
	 
	
	
	
	 

	 
	- Pendampingan SPIP
	5
	 
	5
	
	0
	 

	 
	- PKS
	4
	 
	4
	 
	0
	 

	 
	- Saber Pungli
	8
	 
	8
	 
	0
	 

	
	- Paparan Kinerja SKPD
	10
	 
	10
	 
	0
	

	
	- Sosialisasi Perundang-undangan
	4
	 
	4
	 
	0
	

	
	- TP4D
	4
	 
	4
	 
	0
	

	
	- Pengiriman Peserta Diklat
	23
	
	23
	
	
	

	 
	Jumlah 
	58
	
	58
	
	
	



Keterangan:
a. OP = Obyek Pengawasan
b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan 
c. ADTT = Audit dengan Tujuan Tertentu






BAB II
HASIL PENGAWASAN


Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Cilacap yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Program Kerja pengawasan berdasarkan PKPT.

Berdasarkan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) sampai dengan Semester II Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan pada 224 (dua ratus dua puluh empat) Obyek Pengawasan di Wilayah Kabupaten Cilacap antara lain Pemeriksaan Kasus sebanyak  4 (empat) Kasus yang ditangani, PDTT sebanyak 69 (enam puluh sembilan) obyek, Reviu RKPD sebanyak 1 (satu) obyek reviu, Reviu RKA sebanyak 1 obyek, Reviu DAK sebanyak 24 (dua puluh empat) obyek reviu, Reviu PABJ sebanyak 3 (tiga) obyek reviu, Pemeriksaan khusus 10 (sepuluh) obyek, Evaluasi BUMDes sebanyak 4 (empat) obyek evaluasi, dan Evaluasi Manajemen Resiko sebanyak 8 (delapan) OPD, serta pemantauan TLHP sebanyak 100 (seratus) obyek pemantauan.
 Rincian Realisasi Kegiatan Pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2.
Realisasi Pengawasan Berdasarkan PKPT Semester II Tahun 2019
(Audit/ Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)




Tabel 3.
Realisasi Kegiatan Pengawasan Lainnya Semester II Tahun 2019



Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT pada Semester II Tahun 2019 sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) obyek pengawasan yaitu pemeriksaan pada 7 Sekolah Negeri (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dana BOS), 44 Desa (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dana Desa sebanyak 38 Obyek Pemeriksaan, Evaluasi BUMDES sebanyak 4 obyek dan Pemeriksaan kasus sebanyak 2 Obyek Pemeriksaan), 71 OPD (PDTT RTLH 8 obyek pemeriksaan, PDTT JKN 6 Obyek Pemeriksaan, PDTT Kepatuhan perijinan 1 Obyek Pemeriksaan, PDTT PBJ 1 Obyek Pemeriksaan, PDTT Infrastruktur 3 Obyek Pemeriksaan, PDTT Belanja Modal 1 Obyek Pemeriksaan, PDTT Persediaan 2 Obyek Pemeriksaan, Evaluasi Manajemen Risiko 8 Obyek Pemeriksaan dan Pemeriksaan Kasus 2 Obyek Pemeriksaan) dan 2  Kecamatan      ( Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Belanja Langsung). Adapun penjelasan rinci Kegiatan Pengawasan Per Jenis Kegiatan dan per Obyek Pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.



Tabel 4.
Realisasi Pengawasan Per Jenis Kegiatan Pengawasan
 Semester II Tahun 2019
(Audit/ Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi)



Tabel 5.
Realisasi Pengawasan Per Obyek Pengawasan
 Semester II Tahun 2019



Adapun hasil kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Cilacap Semester II Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
A. Audit/Pemeriksaan
1) Audit Dengan Tujuan Tertentu
Tabel 6.
Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Cilacap
Semester II Tahun 2019

	No
	Sub Kelompok Temuan*) 
	Kode
	Jumlah Kejadian
	%
	Nilai (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan
	1.00.00
	
	95,41
	  1.727.155.395,71

	1
	Kerugian Negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
	1.01.00
	159
	- 
	1.533.413.437,1


	2
	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
	1.02.00
	-
	- 
	- 

	3
	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
	1.03.00
	24
	- 
	193.741.958,61

	4
	Administrasi
	1.04.00
	212
	- 
	- 

	5
	Indikasi tindak pidana
	1.05.00
	-
	- 
	- 

	 
	Subtotal Kejadian
	
	395
	95,41
	 1.710.664.895,71

	 
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
	2.00.00
	
	-
	

	1
	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
	2.01.00
	-
	- 
	-

	2
	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
	2.02.00
	-
	- 
	- 

	3
	Kelemahan struktur pengendalian intern
	2.03.00
	19
	- 
	- 

	 
	Subtotal Kejadian
	
	19
	4,59
	-

	 
	Temuan 3 E
	3.00.00
	-
	-
	-

	1
	Ketidakhematan/pemborosan/
Ketidakekonomisan
	3.01.00
	-
	- 
	-

	2
	Ketidakefisienan
	3.02.00
	 -
	- 
	-

	3
	Ketidakefektifan
	3.03.00
	-
	- 
	-

	 
	Subtotal Kejadian
	
	-
	-
	-

	 
	Jumlah Kejadian
	414
	100
	1.710.664.895,71



Permasalahan yang sering terjadi antara lain: 
a. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan  tertib.
b. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan dengan  tertib.
c. Pengeluaran Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan.
d. Pelaksanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Tidak sesuai dengan Standar Pelaksanaan Pekerjaan. 
e. Inefisiensi belanja Material untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang berakibat terjadi pemborosan keuangan daerah/desa. 
f. Pelaksanaan pekerjaan sarana prasarana tidak sesuai dengan volume sesuai dengan RAB. 
g. Pajak atas belanja dana desa belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara.
h. Belanja langsung tidak diyakini kebenarannya.

Tabel 7.
Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Cilacap Semester II Tahun 2019

	No
	Sub Kelompok Rekomendasi
	Jumlah Kejadian
	%
	Nilai Temuan (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat.
	166
	40,1
	1.710.664.895,71

	2
	Pengembalian barang kepada negara, daerah,BUMN/D, dan masyarakat
	-
	-
	 -

	3
	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
	13
	3,14
	 -

	4
	Penghapusan barang milik negara/daerah
	1
	0,24
	 -

	5
	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian 
	4
	0,97
	 -

	6
	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi 
	205
	49,52
	 -

	7
	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
	-
	-
	 -

	8
	Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia pendukung system pengendali
	9
	2.17

	 -

	9
	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan.
	4
	0.97
	 -

	10
	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi.
	2
	0,48
	 -

	11
	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang.
	5
	1,21
	 -

	12
	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern.
	5
	1,21
	 -

	13
	Pelaksanaan Sosialisasi
	0
	-
	 -

	14
	Lain-lain
	0
	-
	 -

	 
	Jumlah
	414
	100,00
	1.710.664.895,71



			Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penertiban dan tindaklanjut atas permasalahan yang ditemukan antara lain:
· Mengadakan pembinaan dan fasilitasi terhadap SDM yang ada di Desa  dalam pengelolaan keuangan desa.
· Bupati agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek Penatausahaan    pengelolaan keuangan Desa guna tertib administrasi.  
· Bupati untuk membuat pedoman dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tentang Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
· Bupati untuk membuat pedoman pengelolaan penatausahaan administrasi dana BOS.
· Meningkatkan fungsi verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/OPD dalam penatausahaan pertanggungjawaban keuangan APBD.

2) Audit Khusus/Kasus

Tabel 8.
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Semester II Tahun 2019

	No
	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu
	PKPT
	Non PKPT

	
	
	Target Audit
	Realisasi Audit
	Realisasi Audit

	
	
	Jml OA
	Jml dana OA yg diaudit (Rp)
	Jml OA
	Jml dana OA ygdiaudit (Rp)
	Jml OA
	Jml dana OA yg diaudit (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	Pemeriksaan Kasus
	4
	
	4
	
	0
	

	B
	Pemeriksaan Khusus	Comment by Kiki Nugroho: Pemeriksaan khusus? PDTT tok? Atau smua yang diluar kasus?
	10
	
	10
	
	0
	



Keterangan:
a. OA = Obyek Audit
b. Realisasi audit dIsi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan





Tabel 9.
Jumlah Obyek Pemeriksaan Kasus Semester II Tahun 2019
	Keterangan
	Jumlah

	1
	2

	Jumlah Obyek Pemeriksaan Kasus
	4

	Jumlah Pemeriksaan Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
	1

	% Pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
	25 %




Hasil Pemeriksaan Kasus berindikasi Tingkat Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 8.


Tabel 10.
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
s.d Semester II Tahun 2019

	Instansi Penyidik
	Kasus
	%
	Potensi Kerugian Negara *)

	
	
	
	Rupiah
	Valas **)

	1
	2
	3
	4
	5

	Kepolisian
	0
	0
	0
	0

	Kejaksaan
	1
	25
	Rp 707,277,634
	0

	KPK
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	0
	0
	0
	0


*) Yang dimaksud dengan potensi kerugian Negara adalah nilai kerugian Negara yang mungkin akan ditimbulkan.
**) Diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 10
Tabel 11.
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik
s.d Semester II Tahun 2019

	Status
	Kasus
	%
	Potensi Kerugian Negara *)
	Keterangan

	
	
	
	Rupiah
	Valas **)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Penyelidikan
	0
	0
	0
	0
	0

	Penyidikan
	1
	25
	Rp 707,277,634
	0
	0

	Dihentikan
	0
	0
	0
	0
	0

	Dilimpahkan ke pengadilan
	0
	0
	0
	0
	0

	Penuntutan
	0
	0
	0
	0
	0

	Diputus *)
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	0
	0
	0
	0
	0


*) Jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengadilan.
**) Diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)


Tabel 12.
Kode etik dan Standar audit yang digunakan

	Kode etik dan standar audit
	Dasar peraturan perundang-undangan

	1
	2

	1. Perilaku Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap sesuai dengan tuntutan Organisasi
a. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kab. Cilacap mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
b. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap memiliki / memanfaatkan keahlian /profesionalisme yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
c. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap menjaga sifat objektif dalam tugas
d. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap untuk mempertahankan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
e. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara atau rahasia Inspektorat Kabupaten Cilacap.
f. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap untuk memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber daya yang ada secara inovatif untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan
g. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap memiliki pengabdian yang tinggi terhadap organisasinya.

	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 135 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap.

	2. Perilaku Aparat Inspektorat Dalam Berinteraksi Dengan sesama Aparat Inspektorat Kabupaten
a. Keharusan Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama Aparat Inspektorat Kabupaten.
b. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menjaga kebersamaan dan rasa kekeluargaan tanpa mengorbankan kepentingan organisasi.
	

	3. Perilaku Aparat Inspektorat Kabupaten Dalam  Berinteraksi Dengan pihak yang diperiksa/Auditan
a. Keharusan bagi Aparat Inspektorat untuk senantiasa menjaga penampilannya sesuai dengan tugas Aparat Inspektorat.
b. Keharusan Aparat Inspektorat Kabupaten untuk mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diperiksa/Auditan.
c. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dengan pihak yang diperiksa/auditan
d. Keharusan bagi Aparat Inspektorat menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diperiksa/auditan.
e. Keharusan bagi Aparat Inspektorat untuk tidak menerima imbalan/pemberian apapun diluar ketentuan yang berlaku 

PEMANTAUAN KODE ETIK

Pelaksanaan Kode Etik Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap dilakukan pemantauannya oleh masing-masing atasan Aparat Inspektorat Kabupaten secara berjenjang sesuai dengan tingkat kedudukannya.

SANKSI ATAS KODE ETIK APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN

Setiap PNS selaku Aparat Inspektorat Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas pengawasan jika melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi yang mengacu kepada hasil rekomendasi Badan Kehormatan Profesi. 

	




B. Reviu
Jumlah Obyek Reviu 
Semester II Tahun 2019

	Keterangan
	Jumlah

	1
	2

	Jumlah obyek yang seharusnya direviu
	29

	Jumlah obyek yang direviu
	29





C. Evaluasi

Untuk Semester II Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan evaluasi pada 12 (Dua Belas) Obyek Evaluasi terdiri dari 8 (delapan) OPD dan 4 (empat) desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

D. Pemantauan

	Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pemantauan pada Semester II tahun 2019, yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP maupun pengawas eksternal. Untuk Semester II Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 6 (enam) kali  kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli s/d Desember 2019 pada 100 (seratus) obyek pemantauan di Wilayah Kabupaten Cilacap.



BAB III
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cilacap.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut antara lain dengan cara mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut, Kegiatan pemantauan tindaklanjut datang langsung ke Obyek pemeriksaan / Auditan. Penugasan tersebut untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Kegiatan pemutakhiran data atau pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan telah dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan Desember 2019 yang diselenggarakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2019 telah dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan September 2019 bertempat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Tahun Anggaran 2019 selama Semester II  Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun Pengawas Eksternal sebanyak 6 kali  kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli  s/d bulan Desember 2019 pada 100 (seratus) Obyek Pemantauan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cilacap, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2019, menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya, dengan status dalam proses tindak lanjut dan  belum ditindak lanjuti. Hal tersebut antara lain disebabkan karena terdapat rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut lama, temuan sulit ditindak lanjuti, dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT yang baru terbit, sehingga sampai dengan akhir Semester II Tahun 2019 belum selesai  tindak lanjutnya.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI
Sampai dengan Semester II Tahun 2019 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan bertempat di BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s/d 2019 adalah 879 rekomendasi.
Hasil pemantauan sampai dengan Semester II Tahun 2019, terdapat 76 rekomendasi dalam proses tindak lanjut dan 4 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti.
Dari 76 rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut dan 4 rekomendasi belum ditindaklanjuti merupakan temuan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
· Tahun 2005 
LHP LKPD Tahun 2004 sebanyak 1 temuan 2 rekomendasi
· Tahun 2007
LKPD Tahun 2006, Atas Kepatuhan 2 temuan 5 rekomendasi
· Tahun 2008
Belanja Daerah Tahun 2007, LHP Atas Belanja Daerah 1 temuan 1 rekomendasi
· Tahun 2009
LKPD Tahun 2008, atas Pengendalian Intern dan Kepatuhan 2 temuan 2 rekomendasi
· Tahun 2010
LKPD Tahun 2009, atas pengendalian intern 1 temuan 2 rekomendasi

· Tahun 2012
LKPD Tahun 2011, atas Pengendalian Intern 3 temuan 6 rekomendasi dan atas Kepatuhan 2 temuan 4 rekomendasi.
PAD TA. 2011-2012, 1 temuan 1 rekomendasi.
· Tahun 2013
LHP atas Dana Hibah Tahun 2012-2013 sebanyak 1 temuan 1 rekomendasi.
· Tahun 2014
LKPD Tahun 2013 atas Pengendalian Intern 1 temuan 1 rekomendasi.
· Tahun 2015
LKPD 2014 atas Kepatuhan 1 temuan 3 rekomendasi.
· Tahun 2016
LKPD 2015 atas Pengendalian Intern 1 temuan 2 rekomendasi, atas Kepatuhan 1 temuan 3 rekomendasi.
Manajement Aset sebanyak 4 Temuan dan  10 rekomendasi.
· Tahun 2017
LKPD Tahun 2016 atas Pengendalian Intern 2 Temuan 7 rekomendasi, atas Kepatuhan 1 temuan 1 rekomendasi. 
Audit Kinerja UMKM Tahun 2016-2017 sebanyak 3 Temuan dan 4 Rekomendasi.
· Tahun 2018
LKPD Tahun 2017 atas Pengendalian Intern sebanyak 1 temuan dan 1 rekomendasi serta atas Kepatuhan sebanyak 2 temuan  3 rekomendasi
LHP Dana Desa 2015-2018 sebanyak 6 temuan 12 rekomendasi.
· Tahun 2019
LKPD Tahun 2018 atas Pengendalian intern sebanyak 3 temuan 6 rekomendasi dan atas kepatuhan sebanyak 3 temuan 3 rekomendasi.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
1) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Cilacap
Status temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cilacap s.d Semester II Tahun 2019 terdapat 414 temuan dan 414 rekomendasi. Tindak lanjut selesai sebanyak 414 rekomendasi.

2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
Selama Semester II Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap di 4 (empat) OPD ( Dinas P dan K, Dinas PSDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR) dengan LHP Nomor: 740/011/W.III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 dengan data dukung tindak lanjut per Semester II Tahun 2019 telah masuk seluruhnya ke Inspektorat Kabupaten Cilacap dan telah tuntas ditindaklanjuti seluruhnya pada saat rapat pemutakhiran data rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi bulan September 2019.

3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
Selama Semester II Tahun 2019 tidak terdapat pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis di Kabupaten Cilacap. 




BAB IV 
 HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat yang ditangani Inspektorat Kabupaten Cilacap berupa pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Bupati Cilacap, atau informasi dari surat kabar/media, permintaan SKPD, laporan dari SKPD yang perlu ditindaklanjuti serta perintah langsung dari Bupati. 


Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah.


Selama Semester II Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Cilacap telah menangani  4 (empat) kasus, berupa kasus aduan masyarakat yang diterima langsung oleh Bupati Cilacap.
Penanganan aduan masyarakat oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap meliputi: 

a. Dilakukan Pemeriksaan
	Selama Semester II Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Cilacap melaksanakan pemeriksaan pada 4 (empat) kasus yang bersumber dari pengaduan masyarakat yang diterima langsung Bupati Cilacap.

	Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cilacap atas kasus yang ditangani sebanyak 4 (empat ) kasus, dapat diperoleh hasilnya 4 (empat) kasus dinyatakan terbukti kebenarannya. 

b. Diserahkan penanganannya oleh Aparat Penegak Hukum (APH) 
	Penanganan pengaduan masyarakat yang diserahkan penanganannya kepada APH adalah aduan masyarakat yang mengandung indikasi tindak pidana. Dalam Tahun Anggaran 2019 Semester II terdapat 1 (satu) kasus pengaduan masyarakat yang dilimpahkan kepada APH.


BAB V
SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI


A. Simpulan
1. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pemantauan monitoring dan kegiatan penunjang  pengawasan lainnya.

2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Cilacap selama Semester II Tahun 2019 sebagai berikut :
a. Pemeriksaan Kasus Pengaduan sebanyak 4 (empat) kasus 
b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) obyek pemeriksaan 
c. Pemeriksaan Khusus sebanyak 10 (sepuluh) Obyek Pemeriksaaan
d. Reviu DAK dan PABJ sebanyak 27  (dua puluh tujuh) OPD
e. Reviu RKA dan RKPD sebanyak 2 (dua) OPD
f. Evaluasi BUMDES dan MR sebanyak 12 (dua belas) Obyek Evaluasi
g. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Cilacap sebanyak 6 (enam) kegiatan pada 100 (seratus) Obyek Pemantauan di wilayah Kabupaten Cilacap.

3. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cilacap selama Semester II Tahun 2019 sebanyak 414 temuan yang meliputi Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan sebanyak 395 dan temuan kelemahan SPI sebanyak 19 temuan dengan 414 rekomendasi, dengan prosentase terbesar adalah rekomendasi Perbaikan Laporan dan penertiban administrasi sebanyak 205 rekomendasi (49,52%,) diikuti penyetoran uang ke Kas Negara/Daerah/maupun Kas Desa/masyarakat sebanyak 166 (40,01%).

4. Selama Semester II Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Cilacap menangani 4 (empat) kasus pengaduan yang meliputi laporan dari aduan masyarakat yang diterima langsung kepada Bupati.
Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cilacap atas kasus pengaduan masyarakat sebanyak 4 (empat) kasus aduan, dengan status penanganan 4 (empat) selesai ditangani dan dinyatakan terbukti kebenarannya.

	
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP th 2005 s.d Semester II Tahun 2019, terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya yaitu : Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah terdapat  379 temuan, 879 rekomendasi. Status Tindak Lanjut selesai sesuai Rekomendasi (S)  sebanyak 798, Belum sesuai rekomendasi (D) sebanyak 76 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi. Prosentase Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan Desember 2019 sebesar 90,78%.	Comment by Kiki Nugroho: Ambil dari SIPTL

6. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi ( S ).



7. Hasil Pemeriksaan Irjen Kementerian Teknis telah selesai ditindaklanjuti.


B.  Hambatan:

1. Hambatan Internal :

a. Kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi APIP sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya dibuat.
c. Terbatasnya jumlah Auditor/P2UPD dibandingkan jumlah Obyek Pemeriksaan.
d. Kurangnya kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang bersifat spesifik.

2. Hambatan Eksternal :

a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan.
b. Masih adanya anggapan dari klien bahwa Inspektorat bukan merupakan bagian dari fungsi manajemen pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga sulit terbangun komunikasi dua arah.
c. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat sehingga tidak semua obyek pemeriksaan dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
d. Belum berjalannya pelaksanaan SPIP sesuai yang diharapkan sehingga berakibat terjadinya Temuan Berulang dalam pelaksanaan kegiatan SKPD.

C.  Saran / Rekomendasi:

1. Untuk menambah kompetensi para pejabat fungsional Auditor dan P2UPD yang ada dilingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap perlu adanya peningkatan kemampuan baik melalui Bimtek, PKS maupun pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat baik Diklat Fungsional maupun Diklat Substansi.

2. Ditetapkan Pola Pembinaan dan hubungan kerja antar Aparatur Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap.

3. Kepada setiap jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) perlu terus meningkatkan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) secara berjenjang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

4. Untuk mengoptimalkan fungsi monitoring kecamatan terhadap  penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi verifikasi terhadap pengelolaan keuangan di desa serta perlu disusun pedoman teknis monitoring dan evaluasi dari Dispermades selaku Dinas Teknis, sehingga ada kejelasan maksud, tujuan, sasaran serta hasil yang ingin dicapai  dalam melaksanakan fungsi tersebut. 

5. Untuk pengelolaan dana BOS diperlukan adanya penambahan SDM pada dinas teknis sebagai pengampu atas permasalahan yang terjadi di lapangan dikarenakan sebagian besar pengelola BOS di sekolah adalah guru yang tidak memiliki dasar pengetahuan akuntansi.

6. Penambahan personil Inspektorat Kabupaten Cilacap baik melalui perekrutan/ pengadaan formasi CPNS maupun mutasi dari OPD/ Daerah lain guna menyeimbangkan beban kerja pengawasan yang harus dijalankan agar semua obyek pengawasan terawasi setiap tahun secara rutin.

7. Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan baik di SKPD maupun Desa perlu terus dilakukan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan fasilitasi dalam hal pengelolaan keuangan sehingga tidak terjadi temuan berulang dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan Good Government dan Clean Governance dapat terwujud.

8. Perlunya penggunaan sistem aplikasi yang khusus menangani kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Cilacap, sehingga dapat dimonitor secara tepat dan akurat sampai dengan tingkat nasional.




	 Cilacap,      Maret  2020

INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP




Drs. INDRO CAHYONO, MM
     Pembina Utama Muda
NIP.19621004 199002 1 002




1


2
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYALampiran 1

HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP
Posisi Per : 31 Desember 2019

	Kode
	HAPSEM
	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
	SELESAI DITINDAKLANJUTI
	TEMUAN DALAM PROSES
	TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI
	KETERANGAN

	
	Lingkup Pemeriksaan
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	

	
	Kelompok Temuan
	Temuan
	Saran
	
	Temuan
	Saran
	
	Temuan
	Saran
	
	Temuan
	Saran
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 

	A
	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan
	395
	395
	1.710.664.895,71
	395
	395
	1.710.664.895,71
	0
	0
	0,00
	 0
	0 
	0,00
	 

	2
	Temuan Sistem Pengendalian Intern
	24
	24
	0,00
	24
	24
	0,00
	0
	0
	0,00
	 0
	 0
	0,00
	 

	3
	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	 0
	0 
	0,00
	 

	 
	Jumlah
	414
	414
	1.710.664.895,71
	414
	414
	1.710.664.895,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	 


	
	

	
	

	

	Cilacap,       Maret 2020

INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP



Drs. INDRO CAHYONO, MM
 Pembina Utama Muda
NIP.19621004 199002 1 002




	
	




STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : ITJEN KEMENTERIAN TEKNIS  Lampiran 2

POSISI PER : 31 Desember 2019

	Kode
	HAPSEM
	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
	SELESAI DITINDAKLANJUTI
	TEMUAN DALAM PROSES
	TTEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI
	KETERANGAN

	
	Lingkup Pemeriksaan
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	JUMLAH
	Nilai (Rp)
	

	
	Kelompok Temuan
	Temuan
	Saran
	
	Temuan
	Saran
	
	Temuan
	Saran
	
	Temuan
	Saran
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 

	A
	HP SEMESTER II 2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		Comment by Kiki Nugroho: Maaf mas, ga ngerti ngisinya harus gmn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
** Tabel sesuai dengan Lampiran PermenPAN No. 9 Tahun 2009 dengan kolom temuan sulit ditindaklanjuti diganti dengan kolom keterangan.
	



         Cilacap,         Maret 2020
INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP



Drs. INDRO CAHYONO, MM
 										     Pembina Utama Muda
											NIP.19621004 199002 1 002




Laporan Hasil Penanganan Pengaduan MasyarakatLampiran 3


LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEMESTER II TAHUN 2019

Instansi : Inspektorat Kabupaten Cilacap
	NO URUT
	NO & TGL SURAT AGENDA
	a. PELAPOR
b. TERLAPOR
	SUBTANSI PENGADUAN MASYARAKAT
	STATUS TINDAK LANJUT
	SANKSI
	KET

	
	
	
	
	DALAM PROSES
	SELESAI
	PP 53/2010
	TP/TGR
	PIDANA
	LAIN-LAIN
	

	
	
	
	
	
	BENAR
	TIDAK BENAR
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	DI TERIMA DARI KEMENTERIAN PAN/TP 5000

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	B
	DITERIMA DARI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	C
	DITERIMA DARI SETNEG / ITPROV

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	D
	DITERIMA LANGSUNG BUPATI

	
	
	
	
	0
	4
	0
	0
	0
	1
	3	Comment by Kiki Nugroho: Ini sudah bener belum mas? Kasus 4, 1 lagi pengadilan. Yang 3 sudah selesai
	



Cilacap,       Maret 2020

INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP



Drs. INDRO CAHYONO, MM
 										     Pembina Utama Muda
											NIP.19621004 199002 1 002






LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS / STRATEGISLampiran 4

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

	NO URUT
	NO & TGL SURAT AGENDA
	a. PELAPOR
b. TERLAPOR
	SUBTANSI PENGADUAN MASYARAKAT
	STATUS TINDAK LANJUT
	SANKSI
	KET

	
	
	
	
	DALAM PROSES
	SELESAI
	PP 53/2010
	TP/TGR
	PIDANA
	LAIN-LAIN
	

	
	
	
	
	
	BENAR
	TIDAK BENAR
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	










	
-
	

	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




        Cilacap,       Maret 2020

INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP



Drs. INDRO CAHYONO, MM
 										     Pembina Utama Muda
											NIP.19621004 199002 1 002


	
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTNYALampiran 5


	HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

	Posisi Per :  31 Desember 2019

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kode
	HAPSEM
	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
	SELESAI DITINDAKLANJUTI
	TEMUAN DALAM PROSES
	TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI
	KET

	
	Lingkup Pemeriksaan
	Jml
	Jml
	Nilai
	Jml
	Jml
	Nilai
	Jml
	Jml
	Nilai
	Jml
	Jml
	Nilai
	

	
	Kelompok Temuan
	Temuan
	Saran
	(Rp.)
	Temuan
	Saran
	(Rp.)
	Temuan
	Saran
	(Rp.)
	Temuan
	Saran
	(Rp.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	

	A
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2018

	
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan
	8
	18
	49.577.768.413,12
	2
	3
	49.577.768.413,12
	7
	15
	0.00
	0
	0
	0
	0

	
	Temuan SPI
	5
	12
	0.00
	3
	3
	0.00
	5
	9
	0.00
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah (A)
	13
	30
	49.577.768.413,12
	5
	6
	49.577.768.413,12
	12
	24
	0.00
	0
	0
	0
	0

	B
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2017

	
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan
	7
	14
	0
	5
	11
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Temuan SPI
	12
	32
	736.676.815,02
	10
	29
	127.356.300,00
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dana Desa 2015-2018
	8
	15
	0
	2
	2
	0
	6
	13
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah (B)
	27
	61
	736.676.815,02
	17
	42
	127.356.300,00
	11
	19
	0
	0
	0
	0
	0

	C
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2016

	
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan
	8
	22
	0
	6
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Temuan SPI
	11
	29
	1.587.981.711,71
	11
	20
	1.587.981.711,71
	4
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	
	UMKM 2016-2017
	14
	34
	0
	14
	30
	0
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah (C
	33
	85
	1.587.981.711,71
	31
	72
	1.587.981.711,71
	7
	13
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2015

	
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan
	4
	13
	287.249.193,60
	3
	10
	287.249.193,60
	1
	3
	0.00
	0
	0
	0
	0

	
	Temuan Kelemahan SPI
	10
	29
	0
	8
	27
	0
	2
	2
	0.00
	0
	0
	0
	0

	
	Manajemen Aset
	4
	20
	0
	4
	 9
	0
	4
	11
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah ( D )
	18
	62
	287.249.193,60
	15
	46
	287.249.193,60
	7
	16
	0.00
	0
	0
	0
	0

	E
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2014

	
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan
	4
	8
	947.502.571,24
	3
	7
	947.502.571,24
	1
	1
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	Temuan Kelemahan SPI
	7
	22
	0
	6
	20
	0
	1
	2
	0.00
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah ( E )
	11
	30
	947.502.571,24
	9
	27
	947.502.571,24
	2
	3
	0,00
	0
	0
	0
	0

	F
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN  LKPD 2013

	 
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan
	7
	21
	822.758.562,00
	7
	21
	822.758.562,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	9
	29
	00
	9
	28 
	00
	1
	1
	0.00
	0
	0
	0
	0

	
	OPS RSUD Cilacap
	12
	19
	00
	12
	19
	00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Sub Jumlah ( F )
	28
	69
	822.758.562,00
	28
	68
	822.758.562,00
	1
	1
	0,00
	0
	0
	0
	0

	G
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN  LKPD 2012

	 
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan
	5
	12
	2.984.382.581,00
	5
	12
	2.984.382.581,32
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	9
	25
	0,00
	9
	25
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	HIBAH 2012-2013
	13
	23
	257.041.800,00
	13
	23
	257.041.800,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Sub Jumlah ( G )
	27
	60
	3.241.424.381,00
	27
	60
	3.241.424.381,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	H
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2011

	 
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan
	10
	12
	1.216.097.715,32
	4
	8
	1.216.097.715,32
	2
	2
	0,00
	1
	2
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	12
	34
	990.561.862,00
	7
	28
	990.561.862,00
	2
	4
	0.00
	1
	2
	0
	0

	
	PAD TA 2011-2012
	16
	61
	27.272.707,00
	16
	60
	18.022.707,00
	1
	1
	9.250.000,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Sub Jumlah ( H )
	38
	107
	1.624.084.113,32
	27
	96
	1.614.834.113,32
	5
	7
	9.250.000,00
	2
	4
	0
	0





	I
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2010

	 
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan
	20
	34
	441.804.285,04
	20
	33
	441.804.285,04
	1
	1
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	10
	19
	0,00
	10
	19
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	DAK 2009-2010
	21
	51
	1.974.034.799,01
	21
	51
	1.974.034.799,01
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah ( I )
	51
	104
	2.415.839.084,05
	51
	103
	2.415.839.084,05
	1
	1
	0,00
	0
	0
	0
	0

	J
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2009

	 
	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan
	14
	24
	7.731.650.028,00
	14
	22
	180.347.510,00
	1
	2
	7.551.302.518,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	6
	12
	0,00
	6
	12
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Sub Jumlah ( J )
	20
	36
	7.731.650.028,00
	20
	34
	180.347.510,00
	1
	2
	7.551.302,518,00
	0
	0
	0
	0

	
K
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2008

	 
	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan
	9
	27
	845.930.957,00
	8
	25
	737.426.937,00
	2
	2
	108.504.020,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	11
	30
	0,00
	11
	30
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	Pilkada 2005
	13
	16
	8.136.196,00
	13
	16
	8.136.196,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Wajardikdas
	11
	26
	0,00
	11
	26
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah ( K )
	44
	99
	854.067.153,00
	
43
	97
	745.563.133,00
	2
	2
	108.504.020,00
	0
	0
	0
	0

	L
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2007

	 
	Temuan Kepatuhan
	5
	7
	11.814.254.599,00
	5
	7
	11.814.254.599,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	6
	6
	0,00
	6
	6
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Belanja Daerah
	9
	26
	2.083.003.435,28
	9
	25
	1.456.003.425,28
	0
	1
	437.000.000,00
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah ( L )
	20
	39
	13.897.249.034,28
	19
	38
	13.460.249.034,28
	0
	1
	437.000.000,00
	0
	0
	0
	0





	
M
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2006

	 
	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan
	7
	16
	10.131.759.997,00
	7
	11
	9.435.801.827,00
	2
	5
	695.958.170,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Temuan Kelemahan SPI
	3
	7
	0,00
	3
	7
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	Bantuan Parpol
	2
	3
	0,00
	2
	3
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Sub Jumlah ( M )
	12
	26
	10.131.759.997,00
	12
	21
	9.435.801.827,00
	2
	5
	695.958.170,00
	0
	0
	0
	0

	N
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2005

	 
	Laporan Keuangan Daerah Tahun 2005
	13
	20
	1.696.047.946,10
	13
	20
	1.696.047.946,10
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	PDAM TA 2005
	3
	3
	40.046.675,03
	3
	3
	40.046.675,03
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Sub Jumlah ( N )
	16
	23
	1.736.093.621,13
	16
	23
	1.736.093.621,12
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0

	O
	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2004

	 
	Laporan Keuangan Daerah Tahun 2004
	18
	31
	4.007.544.913,69
	18
	29
	915.228.062,69
	1
	2
	3.092.316.851,00
	0
	0
	0
	0

	 
	PDAM TA 2004
	3
	4
	0,00
	3
	4
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sub Jumlah ( O )
	21
	35
	4.007.544.913,69
	21
	33
	915.228.062,69
	1
	2
	3.092.316.851,00
	0
	0
	0
	0

	
	TOTAL
	379
	879
	99.599.649.592,16
	341
	766
	87.095.997.518,14
	54
	96
	11.894.331.559,00
	2
	4
	0
	0
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Kegiatan Pengawasan Lainnya
Kegiatan Pengawasan	Pendampingan SPIP	PKS	Saber Pungli	Paparan Kinerja SKPD	Sosialisasi Perundang-undangan	TP4D	Pengiriman Peserta Diklat	10.869565217391305	8.695652173913043	17.391304347826086	2.1739130434782608	2.1739130434782608	8.695652173913043	50	
Kegiatan Pengawasan ( Audit/Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi)	PDTT Dana Desa	PDTT Dana BOS	PDTT Dana RTLH	PDTT JKN	PDTT Kepatuhan Perijinan	PDTT PBJ	PDTT Belanja Langsung	PDTT Infrastruktur	PDTT Belanja Modal	PDTT Persediaan	Pemeriksaan Khusus	Reviu RKPD	Reviu DAK	Reviu RKA	Reviu PBJ	Evaluasi BUMDES	Evaluasi Manajemen Resiko	Pemeriksaan Kasus	30.64516129032258	5.6451612903225801	6.4516129032258061	4.838709677419355	0.80645161290322576	0.80645161290322576	1.6129032258064515	2.4193548387096775	0.80645161290322576	1.6129032258064515	8.064516129032258	0.80645161290322576	19.35483870967742	0.80645161290322576	2.4193548387096775	3.225806451612903	6.4516129032258061	3.225806451612903	
Obyek Pengawasan
Obyek Pemeriksaan	Sekolah Negeri	Desa	OPD	Kecamatan	5.6451612903225801	35.483870967741936	57.258064516129039	1.6129032258064515	0	
Kegiatan Pengawasan	Pemeriksaan Kasus	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 	Reviu RKPD	Reviu RKA	Reviu DAK	Reviu PABJ	Evaluasi BUMDes	Evaluasi MR	TLHP	Pemeriksaan Khusus	1.7857142857142856	30.803571428571431	0.4464285714285714	0.4464285714285714	10.714285714285714	1.3392857142857142	1.7857142857142856	3.5714285714285712	44.642857142857146	4.4642857142857144	32

